
d. bahwa ... 

masyarakat sesuai dengan rrilai-rulai 
Panoasila dan Undang-Und-ang Da sar 

Negara Republl.k Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa untuk mendukung perluasan 
cakupan Iayanan air bersih melalui 
pembangunan sambungan baru bagi setiap 
.rurnab di Kota Kupang maka. perlu 

dil-aksanakan penyertaan modal pada 
Perusahaa.n Umum Daerah Air Minum 
Kota Kupang; 

c. bahwa berdasarkan ketentua:n Pasal 41 
ayat (5) Urrd.arig-Urrdarrg Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara 

dan Pasal 333 ayat (1) Uridnng-Undaog 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeri.ntahan Daerah sebagalmana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, penyertaan modal 
ditetapkan dengan Peramran Daerah; 

kesejah teraan menjamin untuk 

a. bahwa upaya penyecliaan air beraih bagi 
kebutuhan masyarakat dilaksanakan 

Menimbang 

WALi.KUTA K.UPANG, 

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA 

PENYERTAAN MODAL DAERAl:-1 PADA PERUSAf-IAAN UMUM 
DAERAH AlR MTNUMKOTA KUPANO 

TENTANG 

WAL1KOTA KUPANG 
PROVTNSl NUSA T8NGGARA TIM UR 

PERATU:RAN D/\ERAH KOTA KUPANG 
NOMOR 5 TAHUN 2021 

• 



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 

tentang Pembenrukan Kotamadya Daerah 
Tingkat II Kupang (Lembara.n Negara 
Republik Tndonesia Tab un 1996 Nomor 
4-3, Tam.bahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 3633); 

3. Urtd arrg-Urid ang Nrsm or 1 'l'ahun 2004 
tentang Perbendaharaan. Negara (Lembarari 
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 5,. Ta.mbahan Le:mbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nornor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pem.erintahan Dacrah (Lembaran 
Negara Republik 1ndonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tmnbahan Lembar'an Negara 
Reptrbfik Inrtorre.sia Norn or 5587) 

sebagaimana t.elah 'beber-apa. kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republic Indonesia 
Tah1..1n 2020 Nom.or 245, Tambahau 
Lembarari Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. PenUuran Pemerintah Nomo'r 54 Tahun 
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 
(Lembaran Negara Republik, lndonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambab an 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6173); 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1'ahun 1945; 

• 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam, huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Perarurari Daerah tentang Penyertaari 
Modal Daerah Pada Peru sahaan Um um 
Daerah Air Minum Kota Kuparrg; 

Mengingal 



• 

"RAH TT 

(1) Maksud Penyerraan Modal adalah untuk memperkuat strukrur 
permodalan PERUMDA Air Minum Kota Kupang serta sebagai 
investast jangka panjang yang berori,entasi pada perungkatan. 
pendapatan Daerah. 

(2) T'uj uari Penyertaan Modal adalah untuk menmgkatkan 
pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangurian 
Daerah serta men.ingkatkan ldnerja dan pengembangan 
PERUMDA Air Minum Kota Kupang di bidang penyediaan air 

-' beraih, 

Pasal 3 

Penyertaan Modal Daerah dilaksanekan. berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum; 

b. akun1.abilitas; 

c. kepastian rnlai; 

d. fungsional; dan 

e. efisiensi. 

Pasal 2 

4. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi 

yang clitcrapkan dalam menyueun dan Tnenyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

S. Devideu adalah bagian Iaba yang diberikan Icepada pemilikmodal 

sesu.ai dengan persentase modal yang d+setor. 
6. Kas Urn urn Daer ab adalah tempal penyimpanan uang yang 

ditentukan oleh Walikota untu.k men.ampung selnrub 
penerimaan Daeral:J d an digunakan trrrruk membayar seluruh 

pengehraran Dacrah, 
7. Anggaran. Peridaparan dan Belanja Daerah yang selanjumya 

disingkat APBD adalah A11ggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota kupang. 

8. Daerah adalah Kota kupang. 
9. Pcmerintah Daerah adalah Pemerintah Kota kupang. 

10. Walikota adalah Walikota kupang. 
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjumya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwaldtan Rakyat Daerah K:ota. kupang, 



• 

4. Standar ... 

Dalam Peraturan Daerah irii yang dimaksud dengan: 

1. Modal Daerah adalah kekay-aan Pemerintah Daerah baik 
berupa uang rnaupun barang yang dapat dinilai dengan uang 

seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inverrtari.s, surat-sural 
berharga, fasilitas dart hak-hak Iainnya. 

2. Periyerre an Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan 
kejcayaari daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan urrruk 
dipetllitungkan scbagai modal da.erah pads. Perusahaa.n Umum 
Daerah Air Mirrum Kota Kupang. 

3. Perueahaan Um.um Daerah Air Minum Kota Kupang yang 
sclanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Kota Ku pang adalah 
Badan Usaha Milik Daerah yang selu ruh modalnya dimiliki oleb 
Pemerirrtah Daerab clan tidak terbagi atas saham. 

Pasal 1 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENT ANG 

PENYERTAAN 1',fODAL DAERAR PADA 
PERU$AHAAN UMUM DAERAR ArR MJNUM 
KOTA KUPANG. 

Menetapkan 

MEMU'l'USKAN: 

Dengan Per setujuari Bersama 

DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KO'l'A KUPANG 

dan 

WALlKOTA KUPANG 

6. Per'atur'an Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 
20l.9 Nomor 42, Tambahan Lernburan Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 



n ........... 1 c 

(1) Penyertaan Modal JJaerah yang telala disetor sebagaimana 

di.maksud dalam Pasal 4 ayac (2) b.uruf a biugga tahun 2016 
eebeear Rp 16.200.000.000,- (Eriam Belas Millar Dua Rat.us 
Juta Rupi.ah) 

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 

a. Penyertaan, Modal Daerah yang (li$etor pada tahun 2009 
sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Milar Dua Ratus Juta 
Rupiah); 

b. Penyertaan Modal Daerah -yang disetor pada tanun 2013 
sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupi2lh); 

c. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pad a tahuri 2014 
sebesar Rp 3. 000 .000.000 ,- (Tiga Millar Rupiah); 

ct Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tarrun 2015 
sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ralus Ju.tH. 
Rupiah); dan 

c. Periyer-taari Modal Daerah yang disetor pa.da tahun 2016 
sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta 
Rupiah). 

Pajsal 5 

(1) Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Min.um Kota Kupang 
dalam bentuk uang sebesar Rp 52.200.000.000,- (Lima Puluh Dua 
Miliar Dua Ratus Juta Rupiah). 

(2) Penyerraan Modal sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Penyertaan Modal Daerah vang t,t>:lah disetor; dan 

b, rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah. 

(3) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebegaimana dirnakaud 
pada ayat (l) dilaksanakan sesuai derigari ketentuan Peraturan 
Peruudang-uudangau. 

Paaal 4 

• 
BAB ll 

PENYERTAAN MODAL 



• 

BAB IV ... 

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam 
ariggnrrm -pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal 
Pemerirrtah Daerah. 

Pasal 8 

BAB ill 
PENGANGGARAN 

(!} Pcmcrintah Daerah dapat menam.bah atau mengu:r:angi nila.i 
Pcnyertaan Modal Daerab sebagairnema dimaksud dalarn Pasal 6 
ayat (2) sesuai dengan kemrunpuan keuangan Daerah dan 
perkembarigan 'kirierja PERUMDA Air Minum Kota. Kupang 

setelah mendapat persetujuan DPRD. 
(2) Penambahan atau -pengurangan nilai Pe.nyertaan Modal Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat, ( 1) dianggarka-n dalam 
1-'eraturan Daerah terrtang APBD dan./ai:au Peru'bahari APBD 
tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD 

Pasal 7 

(1) Rerrcarta penambahan Penyertaan Modal Daerah, sebagaimana. 

dimaksud dalam Pasa.l 4 ayat (2) huruf b Sebesar Rp 

36.000.000.000,- (Ti-ga Pu1uh Enam Milar Rupi.ah) 

(Z) Rencana penambahan modal scbagaimaria dimakeud pada 
ayat (l)dialokasik:an dalam. APBD secara bertahap melrputt: 

a. Tahun Ariggaran 202] sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga 
Millar Rupiah); 

b. Tahun Anggaran 2022 sebeear Rp 9.000.000.000,- (Sembilan 
Millar Rupiah); 

c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan 
Millar Rupiah]: 

d. Tahun Arigga'rari 2024 sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan 
Mili.ar- Rupiah); dan 

e. Tahun Anggara.n 2025 sebesar Rp 6.000.000.000,- (.Enam 
Millar Ru-:piah); 

Pasal 6 



(1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air 

Min um Kota Kupang merupakan pereentase laba ueaha dalam 
bem.uk uang. 

(2) Bagian hasil 'usaha Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA 
Air Mirrurn Kota Kupang menjacli hak: Pcmerintah Daerah dan 

disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukan dalam APBD 
tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketenruan 
Peraturan Perundang-undan gan. 

Pasal 12 

BABV1 

HA~IL USAHA 

ll) PERUMDA A,jr Minum Kota Kupang wajib menyampaikan 
Iaporan pertanggurigjawaban kepada Wali kota. selaku kuasa 
pemiHk modal. 

{2J Laporan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) meliputi: 

a. laporan realisasi k.i.netja; dan 

b. Japoran keuarigan perusahaan. 

Pasal J l 

dilaksanakan sesua.i Standar Akunta:nsi Pemeriritah. 
Daerah Modal Penyertaan pengelolaan Penatausahaan 

Pasal 10 

BABY 
PENATA.USAHAAN DAN PELAPORAN 

Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Kota Ku pang 
d:irealisasikan pada APBD Tahun berkenaan. 

Pasal 9 

• BAB IV 

REALISAS1 



LEM.BARAN DAERAH KO'T'A KUPANG TAHlJN 2021 NOMOR 05 

NOMOR REG1S1'RASJ PERA.TORAN DAERAH PROVINS! NUSA 

TENGOARATIMUR KOTA KUPANG 05/2021 

ON R. RIWU KORE r 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daJam Lem'barrm 
Daerah Kota Kupang. 

Peraturan Daerab ini m ulai berlalru pada tanggaJ diundangkan. 

Pasal 14 

Pada Saat Peraturan Dae@h ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kupang 
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah, pada Pihak Ketiga 
(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran 
Daerah Koya Kupang .Nomor 211), dicabut dan dinyatakan tidak berlalru. 

Pasal 13 

• • BAB VU 

KE'T'ENTUANPENUTUP 



Tidak semua kebutuhan akan pemeriuhan air bereih bagi 
masyarakatda.pat dilaksanakan secara sendiri-sendirt. Hal Irrilah 
yang rnenjadi dasar bagi hadirnya peran pemerintab. ci.aerah 
d a larn pemenuhan air ber-aih melalui sebuah perusabaan umum 
daerah agar rnerrjad'i salah satu sotu si dari upaya pemeriritah 

daerah dala.m mengatasi langk:anya sum.ber mata air teru tama 
ill kota-kota besar akibat geliat pembangun.an dan tetap 
memerruhr keburuhan air bersih bagi tnasyarakat. 

Dcngan hadirnya perusahaan umum daerah rnaka 
cliharapkan masyarakat akan memperoleh pelayanan penyediaari 
air berslh yang bermanfaat bukan hanya untuk keperruari air 
rn irrurn namun juga keburuhan eehari-hari. Iainnya seperti 
mencuci dan mandi. Sedangkan bagi pemerintab. deerah, 
pe:rusahaan umum daer-ah tersebut merupakan bagian dari 
upaya memberikan pelayanan publik kepada masyarakar 
sekaligue meojadi sumber pendapatan a$li daerab yang akan 
menjadi modal pembanguna11 daerah sesuai dengan tujuan 
negara untuk meneejahterahkan m.asyarakat. 

Kota Kupang sebagai ibukota Provinai Nusa Tenggara Timur 
meruilfki komitmen dalam memberikan layanan penyediaan air 

ber.sib yang telab dibuktikan dengan ditetapkarmya Peraturan 
Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perusahaan 
Daerah Air Min um., Di daJaro ketentuan pasal demi pasal 
menyebutkan bab.wa Perusahaan Daecab Air Minum diberikan 
nama sebagai PERUlvlDA Air Minum Kota Kupang mempunyai 
rugas pokok menyelengga.rakan pengelolaan air minum untuk 

meningkatkan kcscjahtcraan m.asyarakat yang mericakup aspek 
sosial, ckonomi, kesehazan dan pelayanan umum. 

I. UM UM 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG 

NOMOl-{5 TAHUN 2021 

'I'ENTANG 
PENVER'T'AAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UIVIUM 

DAE.RAH A1R MINUMKOTA KUPANG 

• 
PENJELASAN 



• 

A,,,..., ,f' h 

dan sesuai dengari peraturan perundang­ 

undangan. 

dilaksanakan berdasarkan. hukum 
modal Pcmerirrtah, penyertaan huku.m" .yaitu 

Daerab harus 

kepast.ian dengan dimaksud "asas 
IIuruf a 

Yang 

Tl. PASAL DEMI PASAL 
Pasal l 

Cukiap jelas. 

Pasal 2 

Untuk tetap memenuhi ketersediaan air bersih maka salah 

satu upaya yang harus dilakukan oleh f'ERUMDA Air Min.um 

Kota Kupang yaitu dengan memperluas Iayanan air bersib 
melalui penam.bahan jaringan perpipaan bagi sambungan. rnmah 
baru. Upaya ponambahan sa.mbungan rumah baru tersebut 
tenrunya memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedtktt, 
oleh karena rtu dukungan dari pernerirrtah kota Kupang rnelalu i 

penyertaanmodal harus dilaku.kan. 

Secara, khwsus upaya penyertaan modal pada PERUMDA Air 
Minum Kota Kupang dilaksanakan juga untuk mendorong 
penerimaan. hibah air minum perkotaan yang merupakan hlbah 
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan 
pendekata:n kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah 
Daerab diwajibkan unruk m.elakukan peningkatan akses air 
m.inum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR) d.i perkotaan, yang dibiayai terlebih dah ul u melalui 
Penyertaan Modal Pemerintab (PMP) kepada PERUMDA Air 

Minum Kota Kup arrg, yarrg akan dilanjulkan dengan pericairan 

dana b ibab dari Pemerint.ah Pusat kepada, Pemerintah Daerah 

setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis. Salah satu 
syarat penerimaat1 dana hibah air m.inum. perkotaan. tersebul 
adalah pemerintah Kota Kupang harus mengalokasikan dana 
pcnyertaan modal pemerintah Da.erab kepada PERUMDA Air 
Min.um Kota Kupang dari dana APBD yang ditetapkan melal.ui 

Peraturan Daerah. 



Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cuku.p j elas. 

Pasal 5 

G'ukup jelaa, 

Pasal 6 

Cuk.up jelas. 

Yang di.m.aksud dengan "asas fungsiona'I", yaitu 
pengambilan keputusan dan pemecab an masalah 
dfbrdarrg Penyertaa.n Modal Pemerintah Daerah 
dtlaksanakan oleh Walikota, badan usaha dan 
Perangkat Daerah, teknis sesuai fungsi, wewena.ng, 
dan tanggungjawab masing-masing. 

Hurufc 

Yang dimak sud dengan "asas efisiens.i", yaitn 
Penyerraan modaJ Pemerirrcah Daerah dtarah'kan 
agar dana penyertaan modal digunakan. sesuai 
batasan standar kebutuha,n yang diperlukan 
dalam rangka menunjang penyetenggar'aan tugas 
pokok dan fungsi pemerintah secara optimal. 

Hurufd 

Yang dimaksud dengan "asas alcuntabtlitas", yaltu 
setiap kegiatan penyertaan modal Pemcrintah 
Daerah harua dapar dipertanggungjawabka.n 
kepada rakyat dengan memperha1ikan rasa 
keaclilan dan kepatutan. 

Huruf c 

Yang di.maksud dengari "asas kepastlan nilai" ,yaltu 
penyertaan modal Pemerirrtah Daerah harus 
didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai 

penyertaan modal dalam rangka opti.malisasi 

pemanfaatan clan penyusunan laporan keuangan 
daerah. 

• 
Hucuf b 



TAMBAl-lAN l.EMBARAN DAERAH K<Yl'A KUPANG NOMOR 259 

• 
Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pa.sa l 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jebas , 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 
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